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ABSTRAK 

Pemberian kredit perbankan merupakan proses yang didalamnya diatur 

oleh peraturan perundang-undangan mengenai perbankan maupun Aturan internal 

perbankan itu sendiri yang berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). sebelum 

dilaksanakan pencairan kredit kepada nasabah, bank melakukan beberapa tahapan 

proses, mulai dari Analisa kelayakan nasabah, usaha, dan jaminan, setelah proses 

tersebut dilalui tahap terpenting adalah penandatanganan perjanjian kredit kedua 

belah pihak, sebagai dasar pijakan perbuatan hukum antara kedua belah pihak. 

Aspek legalitas dalam perjanjian kredit sangatlah penting ketika terjadi 

permasalahan kredit macet, Salah satu indikator kesehatan suatu bank adalah 

tingkat kredit macet atau biasa disebut NPL (Non Performing Loan).di BPRS 

BDW tingkat NPL mengalami kenaikan sejak tahun 2012-2016. Hal tersebut yang 

membuat BPRS BDW Gedongkuning yang harus segera dilakukan penyelamatan 

oleh pihak bank. Langkah penyelamatan tersebut berupa musyawarah seperti yang 

diamanatkan dalam peraturan BI maupun berupa pelelangan jaminan sebagaimana 

diatur dalam Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 

dalam praktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak tanggungan hendaknya 

dilaksanakan sesuai aturan, Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai aspek legalitas perjanjian kredit kedua belah pihak serta 

mekanisme penyelesaian kredit macet di BPRS BDW Gedongkuning. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris yang didasarkan 

pada kenyataan yang ada di lapangan. Sumber data diperoleh dari data primer 

dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara langsung dengan pihak BPRS BDW Gedongkuning. dan 

dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberian kredit dengan 

jaminan hak tanggungan di BPRS BDW Gedongkuning telah sesuai dengan 

kontrak antara nasabah dengan bank Berdasarkan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) BPRS BDW Gedongkuning. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada Hak atas Tanah yang 

dibebani Hak Tanggungan.  Dalam hal penyelesaian kredit macet, BPRS BDW 

Gedongkuning menempuh langkah musyawarah yang dilanjutkan dengan 

pelelangan eksekusi jaminan hak tanggungan apabila terjadi kegagalan dalam hal 

musyawarah dengan nasabah. PT BPRS BDW menggunakan penyelesaian dengan 

cara di luar pengadilan (non litigasi) dengan tahap rescheduling, reconditioning, 

restructuring. Hal ini sudah sesuai berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991. 

 

 

Kata kunci: Perjanjian, Jaminan, dan Kredit Macet. 

 

  











vii 

MOTTO 

 

“Kalau Hidup Hanya Sekedar Hidup, Hewan Di 

Hutan Pun juga Hidup, Kalau Bekerja Hanya 

Sekedar Bekerja, Hewan Pun Juga Bekerja” 

~Buya Hamka~ 

 

 

 

 

  

  



viii 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada Keluarga Besarku,  

Untuk Lingkungan Sosial Dan Lebih Khususnya Untuk Masa Depan & Insyaallah 

Keluarga Masa Depan. 

 

  



ix 

KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، 

محمد صلى الله عليه سيدنا لمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا
 وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Tiada kata yang paling indah yang dapat penulis ucapkan melainkan rasa 

syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan 

anugerahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir 

yang diberikan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat 

yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Hukum.  

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak 

yang telah membantu dan membimbing penyusunan skripsi ini. Ucapan 

terimakasih penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya. 

3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum 

sekaligus pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingannya selama 

berproses studi. 



x 

4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., dan bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku 

dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela 

meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu starf pengajar / Dosen yang telah tulus ikhlas 

membekali dan membimbing penulis untuk memperoleh ilmu yang 

bermanfaat hingga terselesaikan serangkaian studi ini. 

6. Kedua Orangtua tercinta, yang tiada henti memberikan doa memberikan 

kasih sayang, serta dukungan “moril dan materiil”, pelajaran hidup, serta 

dorongan terhadap pendidikan penulis, terutama dalam menyelesaikan 

studi ini. 

7. Seluruh Keluarga Bani Irfan dan Bani Mukhlish, yang selalu memberikan 

doa dan motivasi hidup. 

8. Seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Hukum khususnya angkatan 2010 atas 

segala motivasi, suka-duka yang terbagi dan semangat yang saling 

menulari dalam menyelesaikan serangkaian studi. 

9. Seluruh rekan-rekan kerja dan rekan bisnis dari tahun 2010 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, terimakasih sudah mengajarkan hidup realistis.  

10. Seluruh Crew Radio SAKA FM Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta yang 

sudah menyediakan tempat serta semangatnya untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

11. Seluruh genk musik step+, akamsi ISI, genk foto, genk piknik, mbati 

lovers, kontrakan uii, kosan Marisol, dan markas planet bekasi, Dll. Tanpa 



xi 

mengenal kalian-kalian hidupku tidak ada dinamikanya, alias monoton 

mblo.. hehe 

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas 

pelajaran kehidupannya, tidak ada yang instan, Yang instan pun ada 

prosesnya. 

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi amal kebaikan 

dan mendapat balasan terbaik dari Sang Maha Rahim, Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih sederhana dan masih banyak 

kekurangan.Namun tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan 

seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya.Akhir kata, harapan 

penulis semoga apa yang ditorehkan ini membawa manfaat baik bagi penulis 

sendiri maupun pembaca lainnya. Amin. 

 

Yogyakarta, 7 Agustus 2017 

Penulis 

 

 

 

Abdul Muiz 

NIM: 10340093 

 

 

 
 

  



xii 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL  ...............................................................................  i 

ABSTRAK  ..................................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI  ...........................................................  iii 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI  ..........................................................        iv 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI  ..........................................................  v 

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................  vi 

MOTTO ......................................................................................................  vii 

HALAMAN PERSEMBAHAN  .................................................................  viii 

KATA PENGANTAR .................................................................................   ix 

DAFTAR ISI  ..............................................................................................  xii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  ......................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  .................................................................  9 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  ..............................................  9 

D. Telaah Pustaka  ......................................................................  10 

E. Kerangka Teoritik  .................................................................  12 

F. Metode Penelitian  .................................................................  18 

G. Sistematika Penulisan  ............................................................  21 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KREDIT, DAN 

JAMINAN 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .......................................  23 

1. Pengertian .....................................................................  23 

2. Azas Perjanjian .............................................................  24 

3. Subjek dan Objek Perjanjian .........................................  26 

4. Wanprestasi ..................................................................  30 

B. Kredit Perbankan Syariah .......................................................  33 

1. Pengertian .....................................................................  33 

2. Manfaat.........................................................................  34 

3. Unsur-unsur ..................................................................  36 



xiii 

4. Kelayakan Penyaluran ...................................................  37 

5. Jenis-jenis Kredit ..........................................................  40 

C. Kredit di Perbankan Konvensional .........................................  42 

D. Produk Perbankan Syariah......................................................  46 

E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan ..........................................  58 

F. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan ............................  60 

1. Definisi Hak Tanggungan .............................................  60 

2. Unsur-unsur Hak Tanggungan .......................................  61 

3. Ciri dan Sifat Hak Tanggungan .....................................  62 

4. Subjek dan Objek Hak Tanggungan ..............................  69 

5. Tahap-tahap Pembebanan Hak Tanggungan ..................  76 

6. Dasar Hukum Hak Tanggungan ....................................  77 

BAB III  GAMBARAN UMUM BPRS (BANGUN DRAJAT WARGA) 

GEDONGKUNING 

A. Profil BPRS BDW Gedongkuning ..........................................  79 

1. Sejarah ..........................................................................  79 

2. Visi dan Misi ................................................................  80 

3. Budaya Kerja ................................................................  81 

4. Pendiri ..........................................................................  81 

5. Pengurus .......................................................................  83 

6. Struktur Organisasi PT BPRS BDW ..............................  84 

B. Produk dan Jasa BPRS BDW .................................................  85 

1. Kredit iB Jual Beli ........................................................  85 

2. Kredit iB BDW Sewa ....................................................  86 

3. Kredit iB BDW Multi Jasa ............................................  87 

4. Kredit iB BDW Modal Kerja.........................................  88 

5. Kredit iB BDW Modal Kerja Bersama ..........................  89 

C. Standar Operasional Proses Pemberian Kredit di BPRS  

BDW  .....................................................................................  90 

1. Kebijakan Proses Pembiayaan .......................................  90 

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit .........  98 



xiv 

E. Bentuk Jaminan yang Diterima BPRS BDW ..........................  99 

F. Hal-hal yang Menyebabkan Cedera Janji dalam Perjanjian  

Kredit Di BPRS BDW ............................................................  102 

G. Akibat Hukum atas Wanprestasi Nasabah kepada Bank .........  103 

BAB IV  ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  

PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK  

TANGGUNGAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET  

DI BPRS BANGUN DRAJAT WARGA GEDONGKUNING 

A. Aspek Legalitas Perjanjian Kredit antara Bank dengan  

Nasabah  ................................................................................  104 

B. Penyelesaian Kredit Macet di BPRS BDW Gedongkuning  ....  119 

1. Musyawarah .................................................................  119 

2. Lelang Agunan  .............................................................  120 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  ...........................................................................  123 

B. Saran  .....................................................................................  124 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................  126 

LAMPIRAN  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 



 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Lalu lintas kredit sudah menjadi hal yang tak asing lagi di dalam 

masyarakat, banyak orang yang menggunakan fasilitas kredit yang 

ditawarkan oleh sistem perbankan sebagai solusi pengembangan usaha 

maupun cara penyelesaian masalah keuangan, baik mikro maupun makro, 

umumnya pemberian pinjaman yang bersumber dari bank yang mengalir 

kepada masyarakat disebut dengan kredit. Kehadiran fasilitas perbankan 

yang membiayai kebutuhan masyarakat dapat dilihat sebagai tanda 

meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik pada bidang ekonomi. 

 Sebagai langkah pengembangan ekonomi dan pengembangan 

usaha tersebut diperlukan biaya yang cukup. Untuk menjalankan usaha 

diperlukan biaya yang cukup besar. Untuk itu pemerintah memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh modal usaha atau 

untuk memperlancar kegiatan produksi yang diantaranya melalui 

pemberian kredit bank. Bank adalah lembaga keuangan yang diperlukan 

yang dapat memberikan dana lebih (surplus spending group) dan 

kelompok orang yang untuk sementara pula kekurangan dana (defisit 

spending group). Arti dari perantara tersebut adalah bank menghimpun 

dana masyarakat dari masyarakat yang untuk sementara kelebihan dana, 

melalui piranti-pirantinya yaitu giro, tabungan dan deposito. Selanjutnya 

Bank menyalurkan dana masyarakat yang telah terhimpun itu, dalam 
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bentuk kredit kepada masyarakat yang untuk sementara memerlukan 

dana.
1
 

 Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perbankan menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 

menyalurkannya kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan taraf  

hidup rakyat. Hal ini berarti dalam kegiatan sehari-hari bank pada 

umumnya selalu berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian mengelola dana 

tersebut untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pinjaman atau Kredit. 

 Pengertian mengenai kredit tercantum dalam  Pasal 1 angka 11 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang 

menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.
2
 

 Dilihat dari arti kata kredit yakni kepercayaan, untuk dapat 

dilaksanakannya pemberian kredit itu, harus ada suatu persetujuan atau 

perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit 

                                                
1Adrian Sutedi, Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan 

Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Jakarta: B. Cipta Jaya, 2006), hlm. 11. 

 2Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perbankan.  
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sebagai debitur yang dinamakan perjanjian kredit. Dalam memberikan 

kredit kepada masyarakat, bank harus merasa yakin bahwa dana yang 

dipinjamkan kepada masyarakat itu akan daat dikembalikan tepat ada 

waktunya beserta bunganya dan dengan syarat-syarat yang telah disepakati 

bersama oleh bank dan nasabah yang oleh bank dan nasabah yang 

bersangkutan di dalam perjanjian kredit.
3
 

 Menurut Mariam Darus Badrulzaman bahwa perjanjian kredit bank 

adalah perjanjian pendahuluan (voorovereenkomst) dari penyerahan uang. 

Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil dari pemufakatan antara 

pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum 

antara keduanya.dengan demikian perjanjian ini bersifat konsesui (pacta 

de contrahendo) obligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang Tahun 

1992 dan bagian umum KUHPerdata.
4
 

 Di dalam prosedur pemberian kredit, bank memerlukan 

pengetahuan mengenai kemampuan dan kemauan nasabah untuk 

mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan 

amanat Undang – Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 

23: 

(1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas 

kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk 

                                                
3Adrian Sutedi, Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan 

Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Jakarta: B. Cipta Jaya, 2006), hlm. 12. 

4Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 

28. 
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melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah 

dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.  

(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari 

calon Nasabah Penerima Fasilitas. 

 

 Pengetahuan mengenai kamampuan kredit merupakan salah satu 

syarat mutlak pemberian kredit. Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank 

kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja 

terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau 

kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh 

kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitur 

berasal dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko 

tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank 

yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut. 

 Pemberian jaminan dalam perjanjian kredit diharuskan dalam 

dunia perbankan, karena pada dasarnya, sumber dana yang disalurkan 

berasal dari masyarakat atau tabungan masyarakat. Dengan demikian, dana 

kredit yang disalurkan secara hari-hati (prudent). Sebelum memperoleh 

fasilitas kredit calon debitur harus memenuhi persyaratan dari bank, salah 

satunya dengan adanya jaminan kredit. Karena fungsi dari pemberian 

jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk 

mendapatkan pelunasan dengan barang barang jaminan tesebut, bila 
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debitur cidera janji atau tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian.
5
 

 Namun demikian untuk mengamankan kepentingan bank, jaminan 

harus tetap ideal, karena sesuai dengan fungsinya jaminan mempunyai 

tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan 

memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan 

pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut apabila debitur 

wanperstasi.
6
 Adapun jaminan yang ideal tersebut menurut Soebekti 

terlihat dari: 
7
 

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang 

memerlukannya. 

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) Si penerima kredit untuk 

meneruskan usahanya. 

3. Memberikan kepastian kepada Kreditur, dalam arti bahwa bila 

perlu mudah diluangkan untuk melunasi hutangnya Si Debitur. 

  Lembaga jaminan hak tanggungan digunakan untuk mengikat 

objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah yang bersangkutan, dengan berlakunya undang-undang hak 

tanggungan tahun 1996, maka hipotek yang diatur oleh KUHperdata dan 

credietverband yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai 

                                                
5Thomas Suyanto, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan,  

(Bandung: PT.Alumni, 2004), hlm. 184. 

6
 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya bakti, 

Cetakan Kedua 1996), hlm. 247. 
7 Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum di Indonesia, 

(Bandung: Alumni Cetakan Ketiga 1989), hlm. 29. 
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jaminan hutang, untuk selanjutnya sudah tidak dapat digunakan oleh 

masyarakat untuk mengikat tanah. Pengikatan objek jaminan hutang 

berupa tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan hak 

tanggungan.
8
 

  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 

yang untuk selanjutnya disebut UUHT memberikan definisi “Hak 

Tanggungan”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT 

sebagai berikut: 

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 

pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur-Kreditur lain”. 

 Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan hak tanggungan 

dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Untuk 

itu, praktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam 

kegiatan perbankan hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai dengan apa 

yang telah diatur dalam UUHT. 

 Salah satu indikator kesehatan suatu bank adalah tingkat kredit macet atau 

biasa disebut NPL (Non Performing Loan). NPL maksimal yang 

                                                
8 M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 22. 
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diperbolehkan oleh Bank Indonesia Menurut Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit 

bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%.  

 Tabel 1.1 dibawah ini menjelaskan mengenai jumlah kredit pada PT BPRS 

BDW Gedongkuning Yogyakarta pada tahun 2012-2016: 

Tabel 1.1 

Jumlah Kredit BPRS BDW Tahun 2012 – 2016 

(dalam milyar rupiah) 

No Perkiraan 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Lancar 93,78 95,731 94,035 92,021 91,052 

2 Kurang Lancar 0,394 0,416 0,634 1,221 1,342 

3 Diragukan 0,718 0,351 0,453 1,072 1,127 

4 Macet 3,501 2,954 3,503 4,170 5,180 

 

 Pada tabel 1.1 terlihat bahwa di BPRS BDW tingkat NPL mengalami 

kenaikan sejak tahun 2012-2015. Di tahun 2012 sebesar Rp 3,501 Milyar 

atau 0,0353% dari total outstanding sebesar Rp 98,39 Milyar, tahun 2013 

sebesar Rp 2,954 Milyar atau 0,029% dari total oustanding sebesar Rp 

99,452 Milyar, tahun 2014 sebesar Rp 3,503 Milyar atau 0,0355% dari 

total outstanding sebesar Rp 98,662 Milyar, tahun 2015 sebesar Rp 98,489 

Milyar atau 0,042% dari total outstanding sebesar Rp 98,489 Milyar, tahun 

2016 sebesar Rp 5,18 Milyar atau 0,052% dari total outstanding sebesar 

Rp 98,701 Milyar. Kredit macet berarti terjadi wanprestasi dari nasabah 

yaitu dalam pemenuhan isi perjanjian kredit. Aspek legalitas dalam 
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perjanjian kredit sangatlah penting ketika terjadi permasalahan kredit 

macet, karena akan menentukan langkah selanjutnya yang bisa ditempuh 

pihak bank dalam penyelamatan aset. Perjanjian kredit harus benar-benar 

dipastikan sah dan mengikat, baik dari sisi legalitas isi, maupun legalitas 

jaminan. Selain itu perlu dipastikan juga perjanjian asesior yang melekat 

pada perjanjian kredit tersebut, yaitu perjanjian pembebanan hak 

tanggungan, yang erat kaitanyya dengan perjanjian pokoknya, sebagai 

langkah akhir penyelamatan aset bank dalam pemenuhan prestasi 

perjanjian kredit dengan nasabah.  Hal ini menarik penulis untuk 

melakukan penelitian, penulis ingin mengetahui aspek legalias perjanjian 

kredit pada BPRS  BDW dan mekanisme penyelesaian kredit macet pada 

BPRS BDW. 

 Dari beberapa hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul PELAKSANAAN 

PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN 

DI BPRS BANGUN DRAJAT WARGA GEDONGKUNING. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: 



9 

 

1. Apakah pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan 

di BPRS BDW Gedongkuning sudah sesuai dengan kontrak antara 

nasabah dengan bank? 

2. Bagaimana penyelesaian kredit macet di BPRS BDW Gedongkuning? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Dalam penyusunan hukum ini Penulis mempunyai tujuan yaitu: 

a. Untuk menemukan kesesuaian pelaksanaan pemberian kredit di 

BPRS BDW dengan kontrak yang  dibuat antara nasabah dengan 

bank. 

b. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian kredit macet di 

Bank BDW  Gedongkuning. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

 Diharapakan hasil penelitian ini mempunyai manfaat bagi 

keberadaan dan perkembangan ilmu hukum, pada khususnya 

hukum perdata. 

b. Secara Praktis 

1) Menambah wawasan dan cakrawala khususnya bagi 

penulis dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

pemberian Kredit dengan jaminan hak tanggungan dan 

permasalahnnya yang ada dalam pratiknya. 



10 

 

2) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan materi penulisan hukum dan diharapkan dapat 

memberikan masukan dalam menyelesaikan 

permasalahannya. 

3) Dapat digunakan sebagi pedoman / referensi bagi 

penelitian-penelitian berikutnya. 

 

D. TELAAH PUSTAKA 

 Sebagai bentuk menjaga orisinalitas dari penulisan skripsi ini, 

penulis telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan 

penelitian-penelirian sebelumnya. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 Pertama, penelitian oleh Susanti, yang berjudul “Perlindungan 

Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak 

Tanggungan (Studi Kasus BRI Cabang Temanggung Unit 

Kandangan)”,Tahun 2014, Skrispi Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
9
 Didalam penelitian ini 

menjelaskan tentang upaya perlindungan hukum bagi Kreditur macet 

melalui penilaian terhadap calon debitur menggunakan prinsip 5C dalam 

asas kehati-hatian sebelum memberikan fasilitas kredit, akan tetapi 

perjanjian kredit dengan akta otentik menelan biaya banyak juga waktu 

                                                
9Susanti, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan 

Hak Tanggungan”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Imu Hukum (2014), hlm. 

21. 
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yang lama. Skripsi ini juga menjelaskan  dengan mekanisme penyelesaian 

kredit macet yaitu dengan penjadwalan kembali atau reschedulling. Bahwa 

upaya saat terjadi kredit macet sebagaimana kredit macet pada tahun 2003-

2005, yang mewajibakn kepada bank sebagai pemberi kredit untuk 

membuat perjanjian secara tertulis yaitu dalam bentuk perjanjian akta 

otentik dan perjanjian dan di bawah tangan.  

 Kedua, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada 

Bank Pembiayaan Rakyat di Kabupaten Dati II Sleman” yang disusun oleh 

Ganis Winarno, Universitas Janabadra Yogyakarta. Penelitian ini 

membahas tentang faktor-faktor penyebab kredit macet yang terjadi di 

BPR dan bagaimana tindakan-tindakan BPR terhadap nasabah-nasabahnya 

yang mengalami kemacetan dalam kredit. 

 Ketiga, Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Eksekusi Hak 

Tanggungan  Terhadap Kredit yang Macet Studi Kasus Nomor 011/TMZ_ 

BTL/351/V/2013 di BMT Tamzis Cabang Bantul Yogyakarta” yang 

disusun oleh Muhamad Sahlan, Universitas Islam Negeri  Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penelitian membahas tentang proses penyelesaian kredit / 

kedit macet apabila debitur melakukan wanprestasi  terhadap perjanjian 

kredit dan kendala yang dihadapi BMT Tamzis Cabang Bantul 

Yogyakarta. BMT Tamzis Cabang Bantul Yogyakarta  menggunakan 

penyelesaian dengan cara damai / diluar pengadilan (non litigasi) yang 

berpedoman berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP 



12 

 

tanggal 29 mei 1993 dengan tahap reschedulling, reconditioning, 

restructuring dengan melalui pendekatan lisan. 

 

E. Kerangka Teoritik 

 Sejalan dengan permasalahan diatas, untuk memecahkan persoalan 

sekaligus menjawab pokok masalah yang ada penyusun menggunakan 

beberapa teori yaitu : 

1. Teori Jaminan 

  Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko 

kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga pemberi 

fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberi kredit 

tersebut kredit atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan
10

. 

  Dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perbankan tidak 

ada perumusan arti hukum jaminan secara tegas, tetapi dalam 

perpustakaan hukum perdata bebrapa ahli hukum berpendapat 

tentang arti jaminan, antara lain: 

 Jaminan khusus adalah jaminan yang dikhususkan bagi piutang 

tertentu hanya berlaku bagi Kreditur tertentu juga. Jaminan khusus ini ada 

yang bersifat kebendaan maupun perseorangan. Jaminan khusus yang 

mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari Debitur dapat 

                                                
10Muhamad, Manajemen Kredit Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

Percetakan AMP YKPN, 2005), hlm 250. 
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dipertahankan terhadap siapapun. Selalu megikuti bendanya (droit de 

suite) dan dapat diperalihkan. Sedang jaminan khusus yang bersifat 

perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada 

perseorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. 

 Menurut Sri Soedewi Masjchoens jaminan itu terbagi atas jaminan 

kebendaan dan jaminan perorangan.
11

 

a. Jaminan kebendaan atau dalam istilah hukum disebut zaklijke 

zekerheid, jaminan ini merupakan hak mutlak atas suatu benda 

tertentu berupa bagian dari harta kekayaan Debitur atau penjamin, 

sehingga memberikan kedudukan preference (diutamakan) kepada 

Kreditur daripada kreditur lainnya atas benda tersebut. Jadi, jika 

Debitur wanprestasi (kredit macet), ada benda yang secara khusus 

untuk dijual oleh Kreditur agar dapet melunasi hutang tersebut. 

b. Jaminan perseorangan atau dalam istilah hukum disebut persoon 

lijke zekerheid, jaminan perseorangan menimbulkan hak-hak 

perseorangan, sehingga terdapat hubungan hukum secara khusus 

antara Kreditur dan orang yang menjamin pelunasan utang Debitur 

(penjamin). 

  Selain itu menurut hukum perdata yang berlaku  di 

Indonesia terdapat penggolongan atas benda bergerak dan benda 

tidak bergerak yang mempunyai arti penting di dalam penentuan 

jenis - jenis lembaga jaminan yang dapat dipasang untuk kredit yang 

                                                
11 Sri Soedawi Machsoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok- Pokok Hukum 

Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Liberty: Yogyakarta, 1975), hlm 81. 
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akan diberikan oleh pihak bank. Jika barang jaminan itu berupa 

benda bergerak maka dapat dipasang lmbaga jaminan yang 

berbentuk fiducia atau gadai bila barang jaminan itu berupa benda 

tidak bergerak (tetap, maka dapat dipakai lembaga jaminan yang 

berbentuk hak tanggungan dan creditverband. 

 

2. Teori Perjanjian 

  Perjanjian jaminan kredit bukan merupakan perjanjian 

pokok, sehingga perjanjian jaminan kredit dikatakan sebagi 

perjanjian tambahan (accesoir) sedangkan perjanjian kredit 

merupkan perjanjian pokoknya (principal). Akibatnya bila 

perjanjiann kredit (perjanjian pokoknya) batal maka perjanjian 

jaminan kredit pun (perjanjian accessoir-nya)  ikut batal pula karena 

perjanjian jaminan kredit adanya tergantung pada adanya perjanjian 

kredit. Jaminan ini lebih bersifat khusus dibandingkan jaminan 

menurut pasal 1131 KUHPerdata yang bersifat umum dan didalam 

praktek perbankan, jaminan yang bersifat khusus adalah yang sering 

digunakan, oleh karena jaminan yang bersifat umum tidak 

memuaskan bagi kreditur, kurang menimbulkan rasa aman dan 

terjamin bagi kredit yang diberikan.sedangkan jaminan khusus dapat 

berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan. Jaminan 

kebendaaan yaitu adanya benda-benda tertentu yang diakui sebagai 

jaminan, yang merupakan hak mutlak atas suatu benda yang 
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ditunjukkan secara khusus dari sebagian harta kekayaan debitur 

untuk pelunasan hutangnya, sedangkan jaminan perseorangan yaitu 

jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan 

tertentu, dengan demikian Kreditur tersebut memunyai hak 

didahulukan dari kreditur-kreditur lain. kreditur yang mempunyai 

hak didahulukan tersebut disebut kreditur prevellege. 

 

3. Teori Hak tanggungan 

  Fungsi jaminan ini adalah untuk menjamin kepastian 

pengembalian kredit apabila ternyata kemudian hari nasabah tidak 

dapat melaksanakan prestasi yang dijanjikan, sedangkan tujuan 

jaminan ini adalah supaya nasabah tidak mudah mengkingkari apa 

yang telah dijanjikan dan bagi bank tidak mudah untuk dirugikan. 

  Hak tanggungan ini merupakan jaminan kebendaan yang 

bersifat khusus dimana Kreditur diberi kedudukan yang istimewa 

(privellege) dibandingkan Kreditur lain. Kedudukan ini memberi 

kepastian bagi Kreditur terhadap piutang yang diberikan kepada 

debitur. 

  Selain itu hak tanggungan mempunyai sifat yang sangat 

kuat, oleh karena itu hak tanggugan hanya mempunyai kaitan dengan 

tanah saja dimana tanah tersebut merupakan benda tetap yang 

mempunyai sifat hak mutlak bagi yang memegangnya. Hak 

tanggungan, menurut ketentuan pasal  1 butir 1 Undang – Undang 
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No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah, adalah :
12

 

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah  

hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang 

peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut 

benda- benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 

untuk pelunasan utang tertentu, yang diutamakan kepada Kreditur 

tertentu terhadap Kreditur lain. 

 
  Dari rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak 

Tanggungan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu 

bentuk jaminan pelunasan utang,  dengan hak mendahulu, dengan 

objek (jaminan)-nya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam 

Undang –Undang Pokok Agraria.  

  Untuk memperoleh kredit dari bank, hal yang perlu 

diperhatikan adalah jaminan merupakan syarat yang harus  di penuhi 

dalam pemberian kredit, ada beberapa macam jaminan kebendaan 

yang dikenal dalam hukum. Antara lain hak tanggungan Pada 

tanggal 9 April tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah 

beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT) 

diundangkan sebagai realisasi dari Pasal 51 Undang – Undang  

Pokok Agraria No.  5 Tahun 1960 (UUPA).
13

 

                                                
12Muljadi dan Kartini – Widjaja Gunawan, Seri Hukum Kekayaa, Hak Tanggungan, 

(Jakarta: Kencana 2006), hlm. 13. 

13
Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Jaminan, (Bandung: CV Mandar Maju. 

,2004), hlm 9. 
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  UUHT ini mencabut ketentuan ketentuan hipotek sepanjang 

mengenai tanah (KUHPer buku II) dan ketentuan creditverband 

S.1908-542 jo S. 1909-584 sebagaian telah diubah dengan S.1937-

190 jo. S. 1908-191 dan mengantarkan kita  era hak tanggungan 

yang bersifat nasional. 

  Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah untuk 

pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditr 

lainnya dalam arti bahwa jika debitur cidera janji Kreditur pemegang 

hak tanggungan menuurut ketentuan peraturan perundang undangan 

yang bersangkutan dengan hak mendahulu dari pada Kreditur- 

Kreditur yang lain.  

  Lahirnya undang-undang hak tanggungan dimaksudkan 

untuk memenuhi keberdaan lembaga jaminan dalam menopang 

pembangunan ekonomi. Hal ini dimaksudkan menggantikan lembaga 

jaminan yang sudah ada dalam KUH perdata, yaitu hipotek dan 

credietverband. Ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan diatas berasal dari zaman kolonial Belanda dan didasarkan 

pada hukum tanah yang berlakunya sebelum adanya hukum tanah 

nasional, sebagaimana pokok-pokok agraria dan dimaksudkan untuk 

diberlakukannya hanya sementara waktu, yaitu sambil menunggu 

terbentuknya undang-undang yang dimaksud oleh pasal 51 UUPA. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan adalah penelitan lapangan (field 

research).  Artinya, data yang menjadi rujukan atau dasar dalam 

penelitian ini adalah hasil dari fakta lapangan yaitu hasil penelitian 

terhadap BPRS BDW Gedongkuning.
14

  

 

2. Sifat Penelitian  

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan yang 

digunakan yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang diawali sari 

menganalisa permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan 

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang 

diperoleh dilapangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap praktik 

tersebut dengan cara mengumpulkan, menyusun, memaparkan serta 

menjelaskan kesesuainnya dengan UU atau aturan hukum yang 

berlaku. 

 

3. Sumber Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang 

diperoleh guna penyusunan penulisan hukum lebih lanjut yang 

meliputi :  

a. Data Primer 

                                                
14Roni Hanitjo Soemintro, Metode Penelitian Hukum, (Semarang: Graha Indonesia, 

1998), hlm. 106. 
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 Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

informan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan 

terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (guide 

interview) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi 

ketika wawancara maupun mengambil data dari BPRS BDW. 

b. Data Sekunder 

 Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. 

Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan 

hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan 

dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang 

terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-

dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum 

tersebut berupa : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat 

yang terdiri atas: 

a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 

b) Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang 

Pokok – Pokok Agraria 

c) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan. 
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d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan. 

e) Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang 

Bank Indonesia. 

f) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syari’ah. 

g) Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU 

Tanggal 19 September 2012 

1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang 

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer antara 

lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah. 

2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum sekunder yang terdiri atas: 

a) Kamus Hukum  

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

 

4. Metode Analisis Data 

  Dari data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara 

kualitatif yaitu analisis data yang didasarkan pernyataan dari 

responden baik secara lisan maupun tertulis yang kemudian 

dituangkan dalam kalimat-kalimat, dengan metode berpikir ; 
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a. Deduksi, yaitu pola berfikir yang berdasarkan fakta yang 

bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

b. Induksi, yaitu pola berfikir yang berdasarkan fakta yang 

bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum.
15

 

G. Sistematika Penulisan 

 Di dalam penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-

masing perinciannya sebagai berikut: 

 Bab pertama tentang Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang  

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan diakhiri 

dengan sistematika skripsi yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran 

pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas. 

 Bab kedua tentang Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi teori dan 

kerangka berpikir yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti. Di 

sini Penulis menguraikan tinjauan tentang perjanjian kredit yang meliputi 

pengertian, bentuk perjanjian kredit, prinsip-prinsip dari perjanjian kredit. 

Dalam bab II ini juga diuraikan pengertian dari perjanjian, kredit, jaminan, 

dan hak tanggungan. 

 Bab ketiga tentang Gambaran umum BPRS BDW Gedongkuning, 

didalamnya berisi profil bank, produk dan jasa bank, Standar Operasional 

                                                
15 Hermawan Wasito, et al, Pengantar Metodologi Penelitian Universitas Atma Jaya, 

(Yogyakarta: 1996), hlm, 34. 
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pemberian kredit, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit, 

bentuk jaminan,dan akibat hukum. 

 Bab keempat, pada bab IV ini mengenai analisa hukum 

pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dengan 

harapan dapat dijadikan masukan bagi praktisi hukum dan bagi 

masyarakat yang membutuhkan. 

 Bab Kelima berisi tentang Penutup kesimpulan dan saran. Pada bab 

ini, penyusun akan merangkum pembahasan dalam bab keempat, sebagai 

analisa permasalahan. Bab ini juga berisi saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 Halaman Daftar Pustaka berisi daftar judul buku-buku yang 

digunakan sebagai referensi dan pedoman oleh penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. Buku-buku tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemberian 

kredit dengan jaminan hak tanggungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan permasalah yang dirumuskan oleh 

penulis yaitu: (1) Apakah pelaksanaan kredit dengan jaminan hak 

tanggungan di Bank BDW Gedongkuning sudah sesuai dengan kontrak 

antara nasabah dengan bank? (2) Bagaimana penyelesaian kredit macet di 

Bank BDW Gedongkuning? Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemberian kredit dari bank kepada nasabah didasarkan oleh suatu 

kontrak kredit yang disepakati kedua belah pihak yang mengikat 

keduanya sebagaimana asa Pacta Sun Servanda. Di dalam kontrak 

kredit BPRS BDW Gedongkuning memuat aspek legalitas yang 

harus dipenuhi yaitu kecakapan bertindak para pihak, objek kredit 

yang jelas, klausa-klausa halal, dan pencantuman kata sepakat. Dari 

analisis pada bab sebelumnya bahwa unsur-unsur tersebut sudah 

terpenuhi. Sehingga pelaksanaan kredit dengan jaminan hak 

tanggungan di BPRS BDW Gedongkuning sudah sesuai dengan 

kontrak antara nasabah dengan bank. 

2. Penyelesaian kredit macet di BPRS BDW Gedong kuning adalah: 

a. Musyawarah untuk menentukan pola penyelamatan 

pembiayaan. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 

23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991. 

b. Lelang Agunan 
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Metode Lelang Eksekusi berdasarkan UU Hak 

Tanggungan ialah melalui Parate Eksekusi berdasarkan titel 

eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak 

Tanggungan. Metode Lelang Eksekusi tersebut memiliki 

prinsip yaitu proses Lelang Eksekusi tanpa campur tangan 

Pengadilan. Dalam hal ini yaitu eksekusi dilakukan tanpa 

perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri (fiat 

eksekusi). 

B. Saran-saran 

1. Untuk BPRS BDW Gedongkuning 

Proses pemberian kredit sudah berjalan sesuai kontrak antara 

nasabah dan bank. Namun untuk tetap menjaga konsitensi kualitas 

kredit dan prinsip kehati-hatian bank, perlu diadakan audit internal 

berkala setiap bulannya, dan audit eksternal minimal setiap 

tahunnya. 

2. Untuk Pemerintah 

Agar menyederhanakan proses administratif dan teknis 

pelelangan agunan kredit perbankan melalui KPKNL dalam rangka 

penyelamatan kredit macet perbankan. 

3. Untuk Nasabah 

Agar lebih bijaksana dalam memutuskan untuk mengajukan 

permohonan kredit. Permohonan harus didasarkan atas kapasitas diri, 

kapasitas usaha, maupun keabsahan jaminan yang diberikan.  
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4. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melanjutkan 

penelitian ini atau mengambil tema yang sama dengan penelitian ini, 

diharapkan bisa untuk menyempurnakan yaitu dengan data kuantitatif 

yang menunjukan relevansi pelelangan agunan menggunakan 

mekanisme eksekusi hak tanggunagan dengan penurunan presentasi 

kredit macet pada bank. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

  



FOTO SAAT WAWANCARA 

 
 

 
 

 
 

  



PANDUAN WAWANCARA 

 

Demografi  

Jenis kelamin : 

Usia :  

Lembaga : 

Jabatan : 

  

1. Jenis layanan perbankan  apa saja yang bisa di berikan kepada kreditur di 

BPRS (Bangun Drajat Warga) Gedongkuning? 

2. Dari mana sumber dana utama dan sekunder di BPRS 

(BangunDrajatWarga) Gedong kuning? 

3. Berapa nominal maksimal pinjaman yang bisa diberikan dan berapa nilai 

minimal hak tanggungan yang bisa dijadikan jaminan? 

4. Usaha apa saja yang bisa diberikan kredit pinjaman dengan jaminan hak 

tanggungan? 

5. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak 

Tanggungan di BPRS (BangunDrajatWarga) Gedongkuning?  

6. Apa saja bentuk pemberian kredit yang ada di BPRS 

(BangunDrajatWarga) Gedongkuning? manakah yang paling sering 

diakses oleh nasabah/kreditur?  

7. Jaminan apa saja yang di perbolehkan untuk melakukan pinjaman di BPRS 

(BangunDrajatWarga) Gedongkuning? Jaminan yang paling sering 

digunakan berupa apa? 

8. Hak tanggungan apa saja yang diperbolehkan sebagai jaminan kredit?  

9. Mengapa Masyarakat memilih untuk mengambil Kredit Dengan Jaminan 

Hak Tanggungan di BPRS (BangunDrajatWarga) Gedongkuning?Apa 

keungulannya dari Bank lain? 

10. Menurut anda bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan 

Hak Tanggungan di BPRS(BangunDrajatWarga) Gedongkuning?  



11. Adakah hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit 

Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di BPRS (BangunDrajatWarga) 

Gedongkuning?  Solusi apa yang bisa dilakukan? 

12. Berasal dari mana saja yang  menurut anda terkait dalam Pelaksanaan 

Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di BPRS 

(BangunDrajatWarga) Gedongkuning di Kota Yogyakarta? 

13. Adakah sop internal bprs bdw ?  

14. Menurut anda yang termasuk kredit macet di golongkan seperti apa ? 

15. Bagaimana cara penyelesaian kredit macet di bprs bdw ? 
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